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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mendukung pendidikan
Masyarakat Desa Terpencil melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan secara terstruktur.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model studi kasus pada Desa Long
Pada Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau sebagai salah satu desa dengan kategori wilayah
3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) atau terpencil. Teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa, dan masyarakat
Long Pada khususnya yang masuk usia sekolah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil
penelitian dapat diketahui kondisi pendidikan di Desa Long Pada yang memiliki banyak masalah
seperti kurangnya sarana-prasarana pendidikan dan putus sekolah. Peran Pemerintah Desa dalam
menyelesaikan masalah antara lain sebagai motivator dengan memberikan motivasi kepada orang tua
siswa dan anak-anak agar tetap rajin sekolah agar dapat meraih cita-cita, sebagai mobilisator yaitu
menggerakkan masyarakat agar sadar dan peduli pentingnya pendidikan dengan cara saling
membantu, dan sebagai fasilitator yaitu memberikan layanan pendidikan kepengurusan Surat
keterangan tidak mampu dan surat rekomendasi untuk kepengurusan program Paket maupun program
beasiswa “Desa Sarjana”.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pendidikan, Daerah Terpencil

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the village government in supporting the education of
remote village communities through various activity programs carried out in a structured manner.
The type of research used is descriptive-qualitative with a case study model in Long Pada Village,
Sungai Tubu District, Malinau Regency, as one of the villages in the 3T (frontier, outermost,
disadvantageous) or remote area category. Data collection techniques include observation,
interviews, and documentation. The informants for this research were the village head, village
officials, and the Long Pada community, especially those of school age. Data analysis techniques are
carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Based on the
research results, it can be seen that the condition of education in Long Pada Village has many
problems, such as a lack of educational facilities and school dropouts. The role of the village
government in solving problems includes, among others, being a motivator, providing motivation to
parents and children to remain diligent in school so they can achieve their goals, being a mobilizer,
namely moving the community to be aware and concerned about the importance of education by
helping each other, and being a facilitator. namely, providing management education services.
Certificates of incapacity and letters of recommendation for management of the Package program
and the "Desa Sarjana" scholarship program.

Keywords: Village Government, Education, Remote Village
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PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang
penting dalam pembangunan sebuah negara
yang di awali dengan pembangunan sumber
daya manusia. Sedangkan mutu sumber daya
manusia dapat meningkat apabila
adanya jaminan hak masyarakat
memperoleh pendidikan yang berdampak juga
pada meningkatnya kesejahteraan. Kehidupan
manusia tidak akan memiliki makna dan
martabat tanpa pendidikan. Oleh karena itu,
negara hadir dengan menetapkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang memberikan
hak setiap warga negara Indonesia untuk
mendapatkan pendidikan. Kemudian dilanjut
dengan Pasal 31 ayat (3) yang menjelaskan
bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem
pendidikan nasional secara adil dan terbuka.
Pendidikan nasional juga termuat dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai
bagian dari tujuan negara Indonesia. Berbagai
dasar hukum di atas dapat memberikan
jaminan kepastian hukum bagi penduduk
Indonesia agar bisa meningkatkan kecerdasan
dan Kkesejahteraan hidup (Falah & Hadna,
2022).

Pemerintah pusat sudah memperhatikan
pendidikan dengan membuat peraturan
perundang-undangan yang memungkinkan
warga negara mendapatkan pendidikan sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional
(Fatmawati., Mappincara & Habibah, 2019)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu
Indonesia Pintar (KIP), beasiswa tidak
mampu, dan pendidikan bebas biaya hingga 12
tahun adalah beberapa program pemerintah.
Namun, hal tersebut belum menjangkau semua
anak Indonesia, sehingga belum memenuhi
hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang
layak.

Jumlah anak yang putus sekolah baik di
dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga
Sekolah Menengah Pertama (SMP) di
Indonesia cukup tinggi. Laporan UNICEF dari
tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 2,5
juta anak Indonesia, terdiri dari 600 ribu anak
di SD dan 1,9 juta anak di SMP, tidak dapat
menikmati pendidikan lanjutan. Data dari
UNICEF menunjukkan bahwa masih banyak
anak Indonesia yang putus sekolah,
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sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan
sesuai target program wajib belajar dari
pemerintah.  Padahal  pemerintah  telah
menargetkan program wajib belajar selama 12
tahun (Arsita, Syafruddin., & llyas, 2022).

Pemerintah pusat hingga pemerintah
daerah adalah lembaga yang bertanggung
jawab atas terpenuhinya hak anak untuk
mendapatkan pendidikan. Meskipun dalam hal
ini tidak dapat diabaikan adanya peran orang
tua dan masyarakat sebagai mitra pendidikan
yang mampu mendorong anak-anak agar tetap
bersekolah. Berbagai problematika
penyelanggaraan pendidikan di Indonesia
hingga sekarang belum dapat terselesaikan
seluruhnya (Kurnisar., Mulyadi., Rahmatullah,
2017). Pemerintah sudah mengupayakan
pembangunan infrastruktur maupun sarana
prasarana pendidikan, tetapi terkait dengan
kesadaran akan pentingnya menempuh
pendidikan masih perlu untuk diperbaiki oleh
semua pihak (Pawestri, & Nugroho, 2017).

Tanggung jawab pemberian layanan
pendidikan tidak hanya bergantung pada
lembaga sekolah, tetapi perlu dukungan pihak
lain (Mirna., & Rossa, 2021). Pemerintah desa
sebagai lembaga pemerintah yang
berhubungan langsung dengan masyarakat,
perlu berperan aktif dalam meningkatkan
kualitas pendidikan. Hal ini diatur melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang
susunan dan tata Kkerja pemerintah desa pasal
6 ayat (2) yang menguaraikan berbagai tugas
kepala desa antara lain sebagai pelaksana
utama pemerintahan desa, menyusun program
pembangunan desa, pembinaan organisasi
kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat agar maju dan berkembang
(Setiawan, 2022). Salah satu tugas pemerintah
desa yang berhubungan dengan pendidikan
adalah turut serta memfasilitasi anak-anak
yang mengalami  kesulitan  menempuh
pendidikan hingga jenjang sekolah tingkat atas
(Hasdinawati., Syamsuddin., & Salman, 2022)

Pemberian layanan pendidikan oleh
pemerintah desa berlaku pada seluruh wilayah
Indonesia, tidak terkecuali di wilayah 3T atau
daerah terpencil. Dilihat dari modal dasarnya,
daerah terpencil memang tidak memiliki
prasyarat yang lebih baik dibandingkan pada
wilayah perkotaan (Firdaus, Sulfasyah, Nur,
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2018). Daerah terpencil disebut juga remote
area, karena wilayahnya terpisah jauh dengan
wilayah lainya, sehingga tidak dimungkinkan
untuk menjangkau beberapa wilayah dalam
satu kali perjalanan (Hermino & Arifin, 2020).
Wilayah 3T memiliki keterbatasan baik dari
segi pembangunan sarana-prasarana, akses
jalan vyang sulit, informasi dan internet,
kualitas pendidikan, dan masalah karakter
pada anak-anak. Daerah 3T memerlukan
upaya khusus agar dapat sejajar dengan
kemajuan di wilayah perkotaan
(Puslitjakdikbud, 2018; Downes & Robert,
2018).

Salah satu daerah yang menjadi
perhatian yang disebabkan oleh tingkat
pendidikan yang masih tergolong rendah
adalah di Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Utara, kususnya di Desa Long
Pada. Berdasarkan hasil observasi awal oleh
peneliti dapat diketahui bahwa penyebab
utama masyarakat Desa Long Pada memiliki
tingkat pendidikan yang cukup rendah adalah
faktor geografis dan faktor kemiskinan. Letak
desa Long Pada secara geografis masuk pada
wilayah terpencil yang jauh dari ibukota
kabupaten. Infrastruktur yang dimiliki Desa
Long Pada masih terasa kurang untuk
mendorong terpenuhinya kebutuhan
masyarakat. Kemudian penduduk miskin yang
ada di Desa Long Pada ditandai dengan rumah
tinggal seadanya, pendapatan tiap keluarga
yang tidak berimbang dengan besarnya
pengeluaran, dan banyak pengangguran
khususnya generasi muda (Nugroho &
Vlorensius., 2018).

Artikel ini berupaya meneliti dengan
cara memotret peran Pemerintah Desa Long
Pada yang dijalankan untuk mendorong
kesadaran masyarakat dalam  mengikuti
pendidikan dan layanan tambahan fasilitas
pendidikan sebagai bagian dari perwujudan
hak anak Indonesia. Pemerintahan desa
menjadi obyek penelitian karena keberhasilan
suatu negara dimulai dari desa dengan
diberikan hak pengelolaan dana desa hinggga
1 milyar rupiah (Mirna, & Rossa, 2021).
Sedangkan Desa Long Pada dipilih karena
berada di wilayah terpencil dengan kondisi
masyarakat yang sesuai dengan masalah
penelitian.
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Selama ini, penelitian yang ada hanya
memunculkan peranan pemerintah daerah dan
institusi  pendidikan  dalam  mendukung
penyelanggaraan pendidikan. Namum belum
sepenuhnya memunculkan peran pemerintah
desa dalam memberikan layanan pendidikan
masyarakat. Hal ini akan menimbulkan
persepsi publik bahwa pemerintah desa tidak
memanfaatkan dana desa sama sekali untuk
bidang pendidikan. Padahal sesungguhnya
keterlibatan desa tidak hanya pada
pembangunan infrastruktur di wilayahnya,
tetapi juga dapat berkontribusi  untuk
meningkatkan ~ kesadaran  warga  akan
pentingnya menempuh pendidikan. Oleh
karena itu, artikel ini bermaksud melengkapi
penelitian peranan institusi pemerintah dalam
pendidikan dari sudut pandang pemerintah
desa.

METODE PENELITIAN

Artikel  yang  berjudul  Peranan
Pemerintah Desa dalam Memberikan Layanan
Pendidikan ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi
kasus (case study research). Penelitian
kualitatif adalah upaya pengolahan data
menjadi  deskripsi  tulisan yang dapat
dijelaskan dan dapat dimengerti oleh khalayak
umum. Peneliti dapat menemukan dan
mengembangkan  permasalahan  kualitatif
setelah terjun langsung di lokasi penelitian.
Sedangkan pendekatan studi kasus diperlukan
untuk menggali fenomena tertentu dalam suatu
waktu secara mendalam untuk mendapatkan
keunikan pada lokasi yang diteliti (Sugiyono,
2017).

Artikel ini mengambil kasus penelitian
pada Desa Long Pada, Kecamatan Sungai
Tubu, Kabupaten Malinau yang masuk daerah
terpencil. Peneliti mengambil populasi anak-
anak usia sekolah di Desa Long pada dengan
sampel penelitian siswa di Sekolah Menengah
yang dipilih secara acak. Sumber data primer
diperolen melalui teknik pengumpulan data
observasi, dokumentasi dan wawancara
dengan berbagai informan di Desa Long Pada
antara lain kepala desa, tokoh masyarakat dan
pendidik maupun pelajar setempat. Sumber
data sekunder dalam penelitian ini didapatkan
melalui studi pustaka yaitu buku-buku terkait
dan publikasi ilmiah pada jurnal nasional.
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Kegiatan penelitian di awali dengan
menemukan masalah penelitian umum,
kemudian mencari jawaban pada lokasi
khusus. Kemudian membuat intrumen
penelitian kualitatif yang terdiri dari
beberapa teknik  yaitu  wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Analisis data
yang dipakai oleh peneliti terdiri dari tiga jalur
kegiatan secara bersamaan vyaitu: (1)
penyederhanaan data terdiri dari
penyederhanaan data melalui seleksi data yang
ketat, uraian singkat, penggolongan data dalam
satu pola, dan sebagainya; (2) penyajian data
dapat berupa berbagai jenis matrik, grafik,
tabel, jaringan, dan diagaram  untuk
menggabungkan informasi yang tersusun
dalam bentuk yang padu dan mudah diolah
oleh peneliti; dan (3) penarikan kesimpulan
diperlukan verifikasi sehingga diperolah
kesimpulan yang kredibel dan objektif
(Cohen., Manion., & Morrison, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dalam artikel ini merupakan
tindakan yang di jalankan oleh Pemerintah
Desa Long Pada yang disyahkan oleh kepala
desa sebagai program rencana program
strategis. Peran pemerintah desa dalam dalam
mendukung layanan pendidikan masyarakat di
dapat dilihat melalui visi dan misi kepala desa.
Kemudian visi misi dijabarkan melalui
rencana program strategis selama kurun waktu
satu tahun anggaran (Raharjo, 2022). Berikut
adalah hasil penelitian yang didapatkan
peneliti melalui berbagai teknik pengambilan
data, kemudian dibahas dengan telaah kritis
berdasarkan penelitian empiris yang pernah
ada terkait berbagai peran pemerintah desa
sesuai program kerja  dan realita
pelakanaannya dalam memberikan layanan
pendidikan yang menyentuh semua anak
Indonesia.
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Gambar 1. Potret Desa Long Pada

Kondisi Pendidikan di Desa Long Pada

Pada bagian ini peneliti memotret
kondisi pendidikan di Desa Long Pada,
Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau
yang memuat beberapa informasi mengenai
demografi anak usia sekolah dan kondisi
sekolah di berbagai jenjang yaitu TK/PAUD,
SD, SMP dan SMA. Peneliti juga masih
mendata warga Desa Long Pada yang sedang
menempuh pendidikan tinggi di luar daerah,
baik itu di wilayah Kalimantan Utara maupun
di provinsi lainnya.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari data
pemerintah Desa Long Pada, dapat diketahui
bahwa Desa Long Pada termasuk desa yang
kecil, karena hanya terbagi menjadi 3 (tiga)
Rukun Tetangga (RT) dan memiliki jumlah
warga 177 jiwa. Sebagai ibukota Kecamatan
Sungai Tubu, Desa Long Pada terdapat
sekolah berbagai jenjang yaitu Taman Kanak-
Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA).

Jenjang Jumlah Anak | Jumlah  Anak
Pendidikan | berekolah tidak
bersekolah

PAUD/TK | 4 0

SD 26 0

SMP 18 1

SMA 17 2

Jumlah 65 3

Tabel 1. Partisipasi pendidikan anak di Desa
Long Pada

Berdasarkan data partisipasi pendidikan
anak di Desa Long Pada dapat diketahui
bahwa desa ini hanya memiliki sedikit
penduduk. Daru data penduduk usia sekolah
menunjukkan bahwa jumlah anak usia sekolah
atau yang berumur 5-20 tahun adalah 68 jiwa,
sedangkan jumlah anak yang sedang
bersekolah dari jenjang TK — SMA adalah 65
jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir
semua anak di Desa Long Pada bersekolah
sesuai program wajib belajar 12 tahun.
Kemudian juga dari hasil penelusuran peneliti
diketahui bahwa terdapat 7 anak Long Pada
yang sedang menempuh pendidikan tinggi
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(DIl dan S1) di berbagai lokasi wilayah
Kalimantan baik perguruan tinggi negeri
maupun swasta. Hal ini menandakan tingkat
partisipasi masyarakat Desa Long Pada atas
pendidikan sangat baik yang disebabkan oleh
dorongan pemerintah desa, kesadaran orang
tua dan program Desa Sarjana Malinau
sebagai mempersiapkan generasi muda yang
berpendidikan tinggi.

Gambar 1. Upacara gabungan di Desa Long Pada

Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator
Peran pemerintah desa dalam mengelola
dan membina masyarakatnya dalam hal
pelayanan pendidikan sangat penting untuk
kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Demi memajukan masyarakat, peran
pemerintah desa dalam menangani putus
sekolah sangat penting. Dengan

mempertimbangkan situasi saat ini, masih ada
berbagai faktor  yang menyebabkan
masyarakat putus sekolah. Pemerintah desa
harus berpartisipasi secara aktif dalam
menghentikan anak putus sekolah agar
masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan
pendidikan. Salah satu tugas pemerintah desa
adalah mendorong masyarakat untuk lebih
menyadari pentingnya pendidikan..

Sehubungan dengan hal tersebut diatas
maka penulis melaksanakan wawancara
kepada informan kunci yaitu kepala desa
setempat. Sebagaimana hasil wawancara
dengan Kepala Desa Long Pada, menjelaskan
sebagai berikut:

“Saya berupaya memberi perhatian
dengan mendorong kepada para wali
murid maupun anak-anak usia sekolah
baik dalam suatu rapat desa maupun
dalam percakapan biasa. Sering saya
mengecek berbagai kendala perihal

pendidikan dan beri motivasi kepada
orang tua agar menajamin anaknya
tetap bersekolah ”(Wawancara,tanggal 2
Oktober 2023).

Pernyataan dari kepala desa Long Pada
diperkuat oleh pendapat dari tokoh masyarakat
setempat yang mengatakan sebagai berikut:

“...Memang betul, saya diberi
dorongan oleh Bapak Kade, kalau kami
dua ketemu. Bapk kades menanyakan
apakah anak-anak masih rajin datang
ke sekolah. Saya juga diberi nasehat
agar tidak terlalu membebani anak
dalam kerepotan rumah, supaya mereka
fokus belajar di sekolah...”
(Wawancara tanggal 3 Oktober 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa
pemerintah desa menunjukkan kepedulian
terhadap masalah pendidikan. Hal ini juga
diperkuat oleh temuan peneliti, yang
menunjukkan bahwa pemerintah Desa Long
Pada serius menangani masalah putus sekolah
dengan mengadakan pertemuan secara formal
dan informal untuk mendorong mereka. Tokoh
masyarakat dan pemimpin desa sering
mengungkapkan betapa pentingnya pendidikan
bagi anak-anak agar mereka dapat
memperbaiki nasib mereka sendiri. Pemerintah
desa hanya menggunakan dorongan atau
nasehat kepada masyarakat untuk memberikan
motivasi yang berkelanjutan.

Namun demikian, kepala desa sebagai
manusia biasa tentu memiliki keterbatasan
dalam menyampaikan pesannya kepada
masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa
keluarga yang belum termotivasi untuk
memberikan  pendidikan terbaik kepada
anaknya. Pemerintah desa dapat membantu
meningkatkan pendidikan, terutama masalah
putus sekolah yang merupakan masalah pokok
pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi yang dilakukan dalam penelitian,
dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa
sebagai motivator, terutama dalam mengurangi
angka putus sekolah sudah berjalan baik,
meskipun masih ada beberapa orang yang
belum bisa melakukannya. Penelitian di Desa
Long Pada menemukan bahwa peran kepala
desa sebagai motivator sangat penting.
Penelitian yang dilakukan oleh Syam &
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Ramlawati  (2017) menemukan  bahwa
pemerintah desa memiliki  fungsi dan
wewenang untuk memberikan pengarahan
yang positif kepada warga terkait berbagai
kebijakan pemerintah.

Peran Pemerintah Desa sebagai Mobilisator

Hasil penelitian di Desa Long Pada
menunjukkan bahwa pemerintah desa juga
berfungsi sebagai mobilisator
yaitu mendorong semua orang di desa untuk
peduli dan sadar akan pentingnya pendidikan
untuk semua anak. Oleh karena itu, setiap
bagian masyarakat harus memiliki kepedulian
untuk saling membantu demi kepentingan
bersama. Ini didasarkan pada keyakinan
bahwa pembangunan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) akan
memastikan kemajuan suatu wilayah di masa
depan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa
Long Pada Kecamatan Sungai Tubu
mengatakan bahwa:

“..Saya  berdiskusi  dengan  tokoh
masyarakat yang juga pejabat di
pemerintahan, agar bersedia membantu
anak dari keluarga miskin  untuk bisa
sekolah. Bantuan itu bisa berupa materi
langsung ataupun memberikan informasi
dan cara untuk memperoleh beaisiswa dari
Pemerintah Daerah Malinau. Ajakan saya
ini mendapat respon yang positif dari tokoh
masyarakat tersebut (Wawancara tanggal 5
Oktober 2023).

Hal ini sesuai pengakuan hasil
wawancara dengan keluarga yang tidak
mampu yang mengatakan bahwa:

“...Kami adalah keluarga yang tidak
mampu secara ekonomi. Penghasilan
sedikit, tetapi kebutuhan sekolah itu
banyak. Tetapi saya merasa lebih lega
karena adanya bantuan uang sekolah
dari  beberapa tokoh masyarakat,
sehingga bisa meringankan biaya
membeli kebutuhan sekolah...”
(Wawancara tanggal 28 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan berbagai
informan di atas cukup membuktikan bahwa
pemerintah desa telah melakukan segala upaya
untuk memberikan layanan pendidikan untuk
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semua masyarakat. Peneliti sadar bahwa peran
pemerintah desa sangat penting dan diperlukan
dalam menangani berbagai kendala selama
bersekolah. Selain itu, pemerintah desa harus
memberikan  instruksi  kepada  seluruh
masyarakat tentang cara mempertahankan dan
mengutamakan pendidikan anak-anak.
Pemerintah desa sebisa mungkin memberi tahu
semua orang bahwa mereka  dapat
berpartisipasi  dalam  memberikan  akses
pendidikan untuk semua anak Indonesia
(Kurnisar., Mulyadi., & Rahmatullah, 2017).

Hasil dari penelitian yang dilakukan
peneliti melalui wawancara dan observasi,
menunjukkan bahwa peran pemerintah desa
dapat memberikan motivasi yang efektif.
Namun, tidak semua masyarakat menyadari
bahwa semua orang harus mendidik anak.
Hasil penelitian di Desa Long Pada sejalan
dengan hasil penelitian Nugroho, & Pawestri
(2018) Pawestri & Nugroho (2017), yang
menyimpulkan bahwa masyarakat harus
terlibat dalam mendukung kebijakan kepala
desa untuk menjamin hak anak belajar 12
tahun.

Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Penelitian tentang peran pemerintah
desa dalam mendukung layanan pendidikan di
Desa Long Pada sebagai daerah terpencil,
menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa
bersedia memberikan surat keterangan miskin
atau tidak mampu yang bisa digunakan
sebagai syarat pengajuan beasiswa dan
mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Pemerintah Desa Long Pada berkomitmen
untuk mendukung program "Desa Sarjana"
yang dirancang oleh pemerintah kabupaten
Malinau. Program ini memiliki tujuan agar
setiap desa memilki anak-anak yang mampu
bersekolah hingga lulus perguruan tinggi,
kemudian kembali ke kampong untuk
mengabdikan ilmunya.

Selain itu pemerintah desa juga
mengupayakan anak-anak yang terpaksa putus
sekolah supaya mengkuti pendidikan alternatif
yaitu pada program paket B dan C. Program
ini diselenggarakan secara berkelanjutan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang
juga berupaya keras memberikan layanan
pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pendidikan Anak-Anak Desa Terpencil

Page 92



wawancara dengan Sekertaris Desa Long Pada

menuturkan bahwa:
“...Dari data pemerintah Desa Long
Pada, itu terdapat beberapa warga
yang putus sekolah beberapa tahun
yang lalu dan saat ini usianya sudah
masuk 30an tahun. Saya arahkan
mereka untuk mendaftar Paket B untuk
yang belum lulus SMP, dan Paket C
bagi yang belum lulus SMA. Saya rasa
itu adalah solusi pemerintah yang baik
untuk tetap memberikan layanan
pendidikan disaat umur sudah tidak
memenuhi syarat jika masuk sekolah
formal. Kemudian memang benar ada
program Pemda yaitu “Desa Sarjana”,
tetapi kami tidak bisa memberikan
bantuan keuangan karena dana desa
belum dianggarkan untuk urusan
pendidikan. Hal ini diluar tanggung
jawab kami. Meskipun demikian kami
tetap memberikan layanan dengan cara
memfasilitasi anak-anak sekolah untuk
mendapatkan surat keterangan tidak
mampu bagi siapa saja yang meminta
agar memudahkan mereka
mendapatkan beasiswa di sekolah.
Surat tidak mampu juga dapat
digunakan untuk mendapatkan beasiswa
dari pemerintah daerah dalam program
Desa Sarjana...” (Wawancara tanggal 2
November 2023).

Penelitian di atas menunjukkan bahwa
ada anak yang terpaksa putus sekolah tetapi
tetap ingin belajar dan mengikuti program
Paket. Cara pemerintah desa membantu anak-
anak yang  membutuhkan  menempuh
pendidikan Paket dan akses pendidikan
jenjang vyang lebih tinggi adalah dengan
memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu
(SKTM). Menurut temuan dari wawancara
dengan salah satu anak yang termasuk dalam
kategori miskin, mengatakan bahwa:

“...Saya memerlukan bantuan beaisswa
untuk meringankan biaya sekolah.
Kemudian saya mengurus surat
keterangan tidak mampu dikantor desa
bulan Agustus tahun ini sebagai syarat

pengajuan beasiswa Kaltara
Unggul...”(Wawancara  tanggal 3
November 2023).
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Berdasarkan hasil wawancara dapat
diketahui bahwa pemerintah desa telah
membantu meringankan biaya pendidikan
anak-anak dengan memberikan kemudahan
bagi anak sekolah yang mengurus beasiswa.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari
laporan lapangan, peneliti menemukan bahwa
pemerintah desa sepanjang tahun 2023 telah
memberikan surat keterangan kepada sejumlah
siswa yang tidak mampu. Tujuannya adalah
untuk memberi mereka kemudahan untuk
mendapatkan bantuan pendidikan di sekolah,
baik di jenjang SD, SMP, SMA, maupun S1.
Selanjutnya hasil wawancara dengan salah
satu siswa jenjang SMP yang mendapat kartu
Indonesia Pintar (KIP) mengatakan bahwa:

“...saya memporel KIP ini sejak masih
duduk di Sekolah Dasar dan itu saya
diuruskan oleh aparat desa melalui
surat keterangan tidak mampu. Kartu
ini sangat bermanfaat bagi keluarga
kami yang miskin...” (Wawancara
tanggal 3 November 2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa
pemerintah desa telah berusaha mendorong
anak-anak yang berasal dari keluarga miskin
untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar
(KIP). Data observasi, wawancara, dan
dokumen menunjukkan bahwa banyak anak-
anak di Desa Long Pada mendapatkan KIP
dengan bantuan pemerintah desa. Hasil
temuan peneliti di Desa Long Pada ini selaras
dengan hasil penelitian oleh Hasdinawati., &
Syamsuddin  (2022) yang memberikan
kesimpulan bahwa Kketerlibatan pemerintah
desa sangat dibutuhkan untuk mempermudah
akses adminitrasi masyarakat dalam rangka
memenuhi persyaratan urusan pendidikan.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa adalah satuan
lembaga pemerintahan paling bawah yang
langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Pemerintah desa adalah pihak yang paling tahu
dan memahami berbagai permasalahan
warganya, khususnya  dalam  bidang
pendidikan. Pemerintah desa dapat berperan
penting untuk ikut menjalankan amanat
Undang-Undang dan berbagai program
pendidikan pemerintah seperti wajib belajar 12
tahun. Desa Long Pada yang berlokasi di
daerah  terpencil memiliki problematika
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pendidikan yang membutuhkan turut sertanya
pemerintah desa untuk membantu memberikan
tindakan dan solusi. Peran pemerintah Desa
Long Pada dalam memberikan layanan
pendidikan bagi masyarakat sudah terlihat
nyata dalam berbagai bentuk. Peran
Pemerintah Desa Long Pada antara lain
sebagai motivator memberikan motivasi
kepada orang tua siswa dan anak-anak agar
tetap rajin sekolah agar dapat meraih cita-cita.
Sebagai mobilisator yaitu menggerakkan
masyarakat agar sadar dan peduli pentingnya
pendidikan dengan cara saling membantu.
Terakhir sebagai fasilitator yaitu memberikan
layanan adminitrasi pendidikan yang mudah
dan akuntabel.
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